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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan 

untuk penelitian selanjutnya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian  terdahulu terletak pada objek 

dan tahun penelitian, dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta 

membandingkan kinerja BPRS yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 

menggunakan sampel yaitu BPRS Madina Mandiri Sejahtera, BPRS Mitra Amal 

Mulia dan BPRS Danagung Syariah  pada periode 2014-2016. Dengan 

menggunakan teori maqashid syariah Abu Zahrah yang dikembangkan lagi oleh 

Mohammed dkk yaitu teori maqashid syariah index yang  menggunakan konsep 

Sekaran. 
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Tabel 2 1Penelitian Terdahulu 

No Nama dan Judul 
Penelitian 

Metode Penlitian Hasil Penelitian Persamaan dan 
Perbedaan 

1 Afrinaldi (2013) 

Analisis Kinerja 

Perbankan Syariah 

Indonesia ditinjau dari 

maqashid syariah: 

Pendekatan Syariah 

Maqashid Index (SMI) 

dan Profitabilitas Bank 

Syariah 

Kuantitatif deskriptif 

menggunakan 

pendekatan 

Operationalization 

Methods dan Model 

Shariah Maqashid 

Index (SMI) 

Menunjukkan bahwa pengukuran 

kinerja maqashid syariah dapat 

dilakukan dengan pendekatan model 

IMS. Dan hsil penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa kinerja setiap 

bank syariah dalam diagram 

perbandingan sebagai hasil dari 

perbandingan sebagai hasil dari 

perbandingan antara kinerja 

profitabilitasnya dengan 

pelaksanaan maqashid syariah yang 

telah dilakukan oleh bank syariah 

pada penelitian terdahulu ini 

terdapat persamaan penelitian 

yaitu metode analisis 

kuantitatif deskriptif 

menggunakan pendekatan 

Operationalization method. 

Sedangkan perbedaannya pada 

variable yang digunakan yaitu 

kinerja perbankan syariah 

ditinjau dari maqashid syariah 

dan profitabilitasnya. 

 

2 Mustafa Omar 

Muhammed dan 

Dzulajastri Abdul 

Razak. 

The performance 

Measures of Islaic 

Banking Based on the 

Maqashid framework. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode Kuantitatif. 

Dengan 

menggunakan 

Metode Simple 

Addictive Weighted 

(SAW), statistik, dan 

excel. 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat variasi 

kinera perbankan yang dipilih. 

Tidak terdapat bank yang lebih 

unggul yang mampu mewujudkan 

kinerja tinggi dengan menggunakan 

7 rasio kinerja 

Persamaan penelitian ini 

terletak pada metode analisis 

yang digunakan yaitu 

menggunakan metode Simple 

Addictive (SAW), statistic, 

dan excel. Adapun 

perbedaanya pada sampel 

penelitian yang menggunakan 

Bank Umum Syariah. 

 

3 Zariatul Khisan 

(2014). 

Analisis kinerja 

Metode kuantitatif 

dengan alat Statistik, 

Microsoft Excel dan 

Berdasrakan hasil perhitungan rata-

rata profitabilitas setiap perbankan 

syariah yang dihitung dengan 

Persamaan penelitian ini 

terdapat pada alat analisis 

statistik yang digunakan dan 
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perbankan syariah 

ditinjau dari 

profitabilitas dan 

maqashid syariah. 

 

Metode Simple 

Addictive Weighted 

Mthode (SAW) 

 
 
 

menggunakan metode Comprative 

Performance Index (CPI) dan 

pehitungan SMI, maka didapatkan 

bahwa Bank Muammalat Indonesia 

(BMI) menduduki peringkat 

pertama dari aspek profitabilitas dan 

pelaksanaan maqashid syariahnya. 

Hal ini berarti Bank Muammalat 

telah melaksanakan aspek maqashid 

syariah dengan baik. 

metode simple addictive 

weighted method (SAW) Dan 

variabel yang digunakan juga 

sama yaitu maqashid syariah 

index. Adapun perbedaannya 

terletak pada sampel 

penelitian yang digunakan 

yaitu pada Bank Muammalat 

Indonesia. 

4 Siti Maesyaroh  

(2014). 

Kinerja Bank Syariah 

Mandiri (BSM) 

Menggunakan 

Pendekatan Maqashid 

Sharia Index 

 

Metode kuantitatif 

dengan menggunakan 

excel dan metode 

Simple Addictive 

Weighted Methode 

(SAW) 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa (1) kinerja education 

individual tahun 2012 adalah 0,535, 

pada tahun 2013 sebesar 0,260 dan 

0,155 pada tahun 2013 adalah 13,17 

dan 11,69 pada tahun 2014, (3)  

kinerja public interest pada tahun 

2012 adalah sebesar 9,565 pada 

tahun 2013 adalah 9,15 pada 

tahun 2014 adalah 10,1433, (4) 

hasil penilaian kinerja Bank Syariah 

Mandiri (BSM) menggunakan 

pendekatan maqashid syariah index 

dengan tiga indikator kinerja 

menunjukkan kinerja terbaik pada 

tahun 2012 yaitu sebesar 23,798, 

pada tahun 2013 adalah 22,582 pada 

Persamaan penelitian yang 

digunakan yaitu variabel dan 

alat analisisnya yaitu 

kauntitatif deskriptif dan 

metode SAW. Adapaun 

perbedaannya yaitu terletak 

pada sampel penelitian yang 

digunakan yaitu Bank Umum 

Syariah dan menggunakan 10 

rasio pada maqashid syariah 

index. 
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Sumber: Afrinaldi (2013), Omar Muhammad, Zariatu (2014), Siti Maesyaroh 

(2015). 

B. Kerangka Teori 

1. Pengertian Bank Syariah 

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial 

intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya 

berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan 

dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang 

utama.18 

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank 

syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara 

dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan 

bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan kegiatannya tidak 

membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.19 

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank 

yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga 

danpengoperasionalproduknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan 

Hadist Nabi Muhammad SAW. disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.20 

                                                            
18Muhammad, Manajemen pembiayaan Bank Syariah. Yogykarta: UPP AMM YKPN, 2005., hal.1 
19Ismail, Perbankan Syariah, Ed. 1, Jakarta: Kencana, 2011, hal.32. 
20Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, Ed.1, Cet.2 Jakarta: Rajawali Pers,2015, hal.2. 

tahun 2014 adalah 21,988. 



14 
 

 
 

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan 

bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank 

syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara 

proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri dari :21 

a. Bank Umum 

Bank yang melaksanakan kagiatan usaha secara konvensional dan/ atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

lalulintas pembayarannya. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti 

dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan 

wilayah operasinya, dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia dan bahkan 

ke luar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersial 

(commercial bank). 

b. Unit Usaha Syariah 

Unit usaha syariah yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional. 

Unit usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank 

konvensional yang berfungsi sebagai kantor indukdari kantor atau unit yang 

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.22 

c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 

Dalam kegiatannya BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

                                                            
21Ismail, Perbankan Syariah, Ed.1.Jakarta: Kencana, 2011, hal.33 
22Ibid., hal.33 
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pembayarannya. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPRS jauh 

lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. 

Bank syariah yang terdiri dari BUS, UUS, serta BPRS melakukan 

kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat di samping 

penyediaan jasa keuangan lainnya.23 

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

a. Sejarah dan Perkembangan BPRS 

Awal mula berdirinya BPRS setelah adanya Paket Kebijakan 

Oktober (Pakto) 1988. Pakto berisikan tentang liberalisasi perbankan yang 

memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada. BPRS 

adalah bank keuangan Islam yang pertamakali mendapatkan izin usaha.  

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)pertama kali dikenalkan oleh Bank 

Rakyat Indnesia (BRI) padatahun 1977. Menurut Keputusan presiden No. 

38 tahun 1988Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang 

terdapat dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967 yang meliputi bank 

desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya.Adapun 

pada perkembangannya muncul BPR yang memiliki prinsip yang sesuai 

dengan hukum Islam. BPR tersebut diberi nama Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS). BPRS yang pertama kali adalah Berkah Amal Sejahtera 

dan BPRS Dana Mardatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS 

Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya 

                                                            
23Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 
2012., hlm. 107. 
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beroperasi di Bandung, dan BPRS Kareukat pada tanggal 10 November 

1991 di Aceh.24 

Menurut (pasal 1 ayat 3) UU Perbankan No. 7 tahun 1992 adalah 

lembaga keuangan yang mengakomodasikan perbankan dengan prinsip 

bagi hasil baik bank umum maupun BPRS. Lembaga keuangan ini hanya 

menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka tabungan. 

Selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 

32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah. 

Tujuan berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah 

untuk menghindari praktek riba, jenis transaksi yang diharamkan, dan 

mengamalkan prinsip syariah dalam perbankan. Selain itu, tujuan BPRS 

adalah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama 

kelompok masyarkat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di 

daerah pedesaan, sehingga pada gilirannya dapatmeningkatkan pendapatan 

dan kesejahteraan mereka. 

Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK 

Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. Perkembangan bank syariah dari awal 

keberadaannya hingga November 2001 terdapat 81 BPRS. BPRS tersebut 

                                                            
24Lely Ana Ferawati Ekaningsih. Lembaga Keuangan Syariah Bank & Non Bank. Surabaya: 
Kopertais, 2016, hal.43. 
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distribusi jaringan kantor tersebut pada 18 Provinsi yang adadi 

Indonesia.25 

Menurut pasal 1 angka 9 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah 

Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. Pengertian ini mengganti pengertian tentang Bank 

Pengkreditan Rakyat Syariah seperti yang selama ini digunakan. Pengganti 

kata “ pengkreditan” dengan kata  “pembiayaan” sebagai konsekuensi dari 

ketentuan bahwa bank syariah tidak memberikan jasa perkreditan yang 

menggunakan bunga akan tetapi memberikan pembiayaan yang 

menggunakan imbalan atau bagi hasil sebagai kontra prestasi dari 

penerima pembiayaan kepada bank.26 

Berdirinya BPRS di Indonesia selain didasari oleh tuntunan 

bermuamalah secara Islam yang merupakan harapan dari sebagaian umat 

Islam yang ada di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka 

restrukrisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai 

paket kebijakan keuangan, moneter, perbankan secara umum. Secara 

khusus adalah mengisi ruang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan 

bank dalam tingkat suku bungan (Rate Interst), yang kemudian dikenal 

dengan bank tanpa bunga.27 

                                                            
25Ibid., hal.43 
26Sri neni imaniyati. Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi, (Bandung: Mander 
Maju, 2013), hlm., 46. 
27Sumitro, Warkum. Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait. (Jakarta: PT 
Grafindo Persada, 2004), hlm., 129. 
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1) Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menurut Pasal 27 

SK DIR BI 32/36/1999 tersebut adalah sebagai berikut: 28 

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang 

meliputi: 

(1) Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah 

(2) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah 

(3) Bentuk lain berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah. 

b) Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk: 

(1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah 

atau musyarakah 

(2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, 

istish’na. 

(3) Pembiayaan berdasarkan akad qard 

(4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak 

bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau 

sewa beli dalam bentuk Ijarah mutahiya bitamlik. 

(5) Pengambilan alihan hutang berdasarkan akad hawalah. 

b. Karakteristik BPRS dan Keberadaannya Sebagai Lembaga Keungan 

Mikro 

Kegiatan usaha BPRS secara umum tidak berbeda dengan kegiatan 

usaha BPR konvensional, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya 

BPRS harus sejalan dengan prinsip syariah. Undang-undang perbankan 

                                                            
28Lely Ana Ferawati Ekaningsih, Imamul Hakim, dkk. “Lembaga Keuangan Syariah Bank dan 
Non Bank,” (Surabaya: Kopertais, 2016), hlm.46. 
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menyatakan bahwa operasional BPRS meliputi kegiatan menghimpun 

dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito danlainnya. BPRS 

dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas 

pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan 

penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian.29 

Manajemen BPRS terdiri dari minimal dua orang anggota direksi 

dan satu orang komisaris serta satu orang DPS. Jumlah direksi minimal 

dua orang dengan pendidikan minimal diploma III dan 50% diantaranya 

wajib memiliki pengalaman operasional perbankan syariah sedangkan bagi 

direksi yang tidak berpengalaman wajib mengikuti pelatihan perbankan 

syariah. Komisaris BPRS wajib memiliki pengalaman atau pengetahuan di 

bidang perbankan syriah. Untuk menjaga kemungkinan kolusi maka 

seorang direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota 

direksi lainnya dan anggota dewan komisaris. 

Keberadaan BPRS juga memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan 

jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan 

usaha kecil dan mikro (UKM) baik diperkotaan maupun di pedesaan. 

Mengacu kepada kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yaitu 

dilakukan oleh Greuning, Gallardo dan Randhwa (1999), BPRS dapat 

dimasukkan dalam LKM dengan kategori C yaitu LKM yang sumber 

dananya terutama berasal dari masyarakat umum dengan cara pengawas 

internal (Komisaris dan DPS), BPRS juga diawasi oleh institusi pengawas 

                                                            
29Buchori, A., et al . Kinerja Industri BPRS di Indonesia. Buletin Moneter dan Perbankan. (2003)., 
hlm 67. 
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eksternal berkepentingan untuk mengawasi BPRS  sebagai LKM yang 

menghimpun dana dari masyarakat untuk menjaga kepentingan deposan/ 

penabung dan institusi perbankan sebagai lembaga kepercayaan.30 

3. Kinerja Bank Syariah 

Keberhasilan sebuah perbankan tidak terlepas dari penerapan 

beberapa strategi terutama dalam memenangkan persaingan dan evaluasi 

berkala mengenai kondisi perbankannya.penilaian kondisi kinerja 

perbankan yang paling sering digunakan adalah dengan menggunakan 

rasio kinerja keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio 

rentabilitas.31 

Kinerja (performance)adalah bentuk pengoperasian bisnis pada 

periode tertentu yang secara efekktif.32 Kinerja bank secara umum yaitu 

gambaran suatu prestasi yang diperoleholeh bank dalam sistem 

operasionalnyapada suatu periode tertentu, baik meliputi penghimpunan 

maupun penyaluran dananya. 

Kinerja menunjukkan adanya hubungan kekuatan dan kelemahan 

pada suatu perusahaan tersebut. Kekuatan dapat dipahami sebagai agar 

dapat dimanfaatkan dan kelemahanpun harus diketahui agar dapat 

dilakukan langkah-langkah perbaikan, sehingga dapat menjadi bahan 

                                                            
30Ibid, hlm., 68 
31Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, hlm. 104 
32Irham Fahmi, Analisis Kinerja Keuangan, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2. 
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evaluasi di masa mendatang.33 Evaluasi kinerja bank secara berkala 

mengindikasikan timbulnya semangat bekerja keras dan bekerja sama 

antara pihak internal dengan pihak eksternal dalam menghasilkan suatu 

laba (earnings). Sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT dalam 

surat an-Najm yang menerangkan bahwa salah satu cara untuk 

mendapatkan sesuatu yang lebih dengan bekerja keras.34 Semakin 

bersungguh-sungguh dalam bekerja maka hasil yang diperoleh semakin 

memuaskan dan mendapat banyak keuntungan, karena hasil yang 

didapatkan merupakan buah dari apa yang dilakukan. 

a. Tujuan melakukan pengukuran kinerja keuangan 

Tujuan pengukuran kinerja yaitu memotivasi personal untuk 

mencapai tujuan perusahaan dan dapat mematuhi standar perilaku 

pengambilan keputusan pada perusahaan.35 

Pengukuran kinerja keuangan secara menyeluruh sering membuat 

manager perusahaan lebih cenderung untuk memperbaiki kinerja jangka 

pendek dibandingkan dengan kinerja jangka panjang. Pengukuran kinerja 

dikatakan buruk dikarenakan perusahaan tersebut sedang 

menginvestasikan sumber daya yang dimilikinya pada urusan jangka 

panjang. Sehingga beberapa peneliti mengembangkan alat  

pengukurankinerja baru yang bukan hanya berfokus pada pengukuran 

seperti EVA (Economic value Added) dan BSC(Balance Scorecard). 

                                                            
33Hendra Jayusman. Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan., hlm.2015 
34QS. An-najm (53):39. 
35Mulayadi dan Setiawan. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen: Sistem 
Pelipatgandaan Kinerja Keuangan Perusahaan. (Jakarta: Selemba Empat, 2002), hlm. 32. 
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Karena kedua metode pengukuran kinerja tersebut masih digunakan pada 

pnegukuran kinerja perbankan konvensional. sehingga untuk perbankan 

syariah sendiri harus mempunyai pengukuran kinerja yang sesuai dengan 

fungsi dan prinsip syariah. 

b. Beberapa manfaat penilaian kinerja 

a) Sebagai pengukuran kinerja untuk mencapai prestasi pada periode 

tertentu sehingga mencerminkan tingkat keberhasilan dalam suatu 

kegiatan. 

b) Digunakan untuk menilai kinerja organisasi secara keseluruhan, 

dan untuk menilai kontribusi suatu bagian pada suatupencapaian 

tujuan perusahaan. 

c) Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan 

dimasa mendatang. 

d) Sebagai pemberipetunjuk dalam pembuatan keputusankegiatan 

organisasi. 

c. Penilaian kinerja Bank Syariah saat ini dilakukan melalui: 

a) Risk Based Bank Ranting (RBBR) 

Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang sistem penilaian 

tingkat kesehatan bank wajib memelihara dana atau meningkatkan 

tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian 

dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank 

wajib melakukan penilain kesehatan dengan menggunakan 

pendekatan risiko (risk based banking rasio), baik secara individual 
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maupun secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian 

sendiri (self assessment)  atas tingkat kesehatan bank paling kurang 

setiap semester untuk posisi bulan Juni dan Desember. 

Faktor-faktor tingkat kesehatan dibedakan menjadi 2 yaitu secara kuantitatif 

dan kualitatif. Penelitian secara kuantitatif meliputi: 

(1) Profit Resiko (Risk Profile), seperti: Risiko kredit, Risiko pasar, 

risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, 

risiko kepatuhan, risiko reputasi. 

(2) Penelitian terhadap faktor Good Corporate Gonvernance (GCG) 

merupakan penilaian terhadap  manajemen Bank atas pelaksanaam 

prinsip-prinsip GCG. 

(3) Penilaian terhadap faktor rentabilitas (earnings), meliputi penilaian 

terhadap kinerja earnings, sumber-sumber earnings, dan 

sustainability earningsbank. 

(4) Penilaian terhadap faktor permodalan (capital), meliputi penilaian 

terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan 

permodalan. 

Sedangkan penilaian secara kualitatif adalah gonvernance structure, 

gonvernance process, dan gonvernance outcome. 

4. Maqashid Syariah 

Dalam kamus bahasa Arab, maqshad dan maqashid berasal dari 

akar kata qashd dan maqashid adalah kata yang menunjukkan banyak 
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(jama’), mufradnya adalah maqashad yaitutujuan atau target. maqashid 

syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan shyariah. Maqashid 

merupakan jama’ dari maqsud yaitu kesejangan atau tujuan. Adapun 

syariah artinya menuju air atau sumber kehidupan36 

Perkembangan teori maqashid syariah dari beberapa ilmuan 

muslim sebagai berikut: 

a. Muhammad ibn Idris al-Syafi’i 

Imam Syafi’I adalah ulama pertama yang mengarang ilmu 

ushul fiqh. Keterangan ini dikuatkan karena tiga alasan:Pertama, al-

Syafi’i adalah mutakallim (teolog) pertama yang mengkaji alasan 

(taa’lil) tegaknya sebuah hukum, sedang illat sendiri merupakan 

bagian inti dari ilmu Maqashid Al-Syari’ah. Kedua al-Syafi’I adalah 

salah satu yang menaruh perhatian penting tentang kaedah umum 

syariat dan maslahat terutama dalam praktek berijtihad dan 

penyimpulan sebuah hukum, ketiga, sl-syafi’I adalah hukum ulama 

yang menitikberatkan pada tujuan hukum (Maqashid al-Ahkam) 

seperti dalam bersuci, puasa, haji, zakat, potong tangan (qhishos), 

hukum pidana, ataupun dalam ranah Maqashid yang lebih luas, 

seperti melindungi agama, jiwa, keturunan, harta dan lain 

sebagainya.37 

b. Imam al-Haramain al-Juwaini 

                                                            
36Oni sahroni dan Adiwarman A. Karim, Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan 
Ekonomi. (Jakarta: Rajagrapindo Persada, 2015)., hlm 3-4. 
 
37Muhammad Yusuf al-Badawi, Maqashid al-syariah. (Urdun : Dar al-Nafs,2000) hal 87. 
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Imam al-Juwaini membagi maqashid syariah menjadi tiga 

tingkatan, yaitu ad-dharuriyah, al-hajiyah dan Tahsiniyah.Dia juga 

sekaligus yang merumuskan ad-dharuriyah al-kubra yang kemudian 

popular dengan sebutan ad-dharuriyat al-khams.Pembagian teori 

yang dilakukan oleh Al-juwaini diatas kemudian dilanjutkan serta 

dikembangkan oleh muridnya Abu Hamid al-Ghazali. 

c. Abu Hamid al-Ghazali.  

Teori Maqashid al Syariah al-Ghozali ditulis secara bertahap, 

pada karya petamanya, syifa al-Ghalil, kemudian dilanjutkan pada 

Ihya Ulum al-din, dan disempurnakan dalam karya ushul fiqhnya 

berjudul al-Mustafa fi-Ilm al-Ushul. Dalam Syifa al-Ghalil, al-

Ghozali menjelaskan metode qiyas serta mekanisme 

illat.Menurutnya ukuran Maqashid al-syari’ah harus sesuai 

(munasib) dengan kemaslahatan.38Maslahat di definisikan sebagai 

sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan. 

Agama menjamin kemaslahatan berarti bahwa agama (syara’) 

menurut al-Ghozali, harus melindungi empat hal kebutuhan primer 

manusia: jiwa, akal, barang, dan harta. 

Al-Ghozali membagi Maqashid al-Syariah menjadi dua, 

Maqashid yang terkait dengan agama (al-din) dan Maqashid yang 

terkait dengan hal duniawi (al-duniyawi). Pembagian Maqashid al-

syariah antara al-dini dan al-dunyawi masih menjadi persilangan, 

                                                            
38Abu Hamid Al-Ghozali. Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibhwaal-Mukhayyal wa masalik al-ta’lil, 
diterjemah oleh Dr. Hamed  al-Kabisi, (Baghdad: Mathba’ah al-Irsyad) Hal 159. 
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seperti perintah sholat disatu sisi adalah al-dini, namun disisi lain 

perintah itu bisa dipandang sebagai al-duniyawi. 

Urutan Maqashid al-syariah menurut al-Ghozali dibagi 

menjadi tiga; pertama, al-dharurat (hak primer). Kedua, al-hajat 

(hak skunder), dan ketiga al-tazzayunatwa al-tashilat atau al-

tahsinat (hak suplementer) dari cara pembagian ini tidak diragukan 

al-Ghozali meringkas kelima pembagian Illat dan ushul dalam al-

Burhan fi Ushul al-Fiqh karya gurunya, al-Juwaini, di atas hanya saja 

ketiga pembagian al-dharuriyat, al-hajat dan al-tahsinat versi al-

Ghozali ini lebih ringkas dan padat daripada versi al-Juwaini 

sebelumnya. 

d. Imam Al-Syatibi 

Al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda mengenai 

maqashid syariah. Seperti maqashid al-syariah, al-maqashid al-

syar’iyyah, dan maqashid minsyar’I al-hukm. Meskipun beberapa 

kata tersebut mengadung makna yang sama sebagai tujuan yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT.39 

Al-Syatibi berpendapat bahwa tidak ada satupun hukum 

Allah SWT yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak 

memiliki tujuan sama halnya dengan membedakan kepada sesuatu 

yang tidak dapat dilaksanakan. Al-syatibi menjelaskan bahwa tujuan 

ditetapkannya hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia. 

                                                            
39Bakri, A.J. Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi.Ed. 1 Cet. 1. (Jakarta: Grafindo 
Persada. 1996) 
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Dalam kitab al-Muwafaqat membagiMaqashiddalam dua bagian 

yaitu maksud syari’ (qashu asy-syari’) dan maksud mukallaf (qashdu 

al-mukallaf). Kemaslahatan sebagai substansi maqashid syariah, 

dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan 

dipelihara. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, 

keturunan, akal dan harta.40 

Tujuansyariat pada maqashid syariah menurut al-Syatibi 

dibagi menjadi dua bagian yaitu Pertama, tujuan Tuhan selaku 

pembuat syariat. Kedua, tujuan manusia yang dibebani syariat. Pada 

tujuan pertama Tuhan bertujuan untuk menetapkan prinsip ajaran 

syariat kepada manusia untuk dipahamai. Dan selaku manusia yang 

dibebani syariat dapat melaksanakan tujuan syariat untuk dapat 

dipahami hikmah atas tujuan syariat tersebut.41 

Al-Syatibi membagi maqashid syariah menjadi tiga bagian 

yaitu: 

 

1) Dharuriyat 

Kebutuhan daruriyat yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada 

atau sama dengan kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini 

tidak dapat dipenuhi maka akan terancam keselamatan bagi 

manusia sendiri. Menurut al-Syatibi ada lima bagian yang 

termasuk dalam kategori ini, yaitu agama, akal, kehormatan, 

                                                            
40Dzikron Abdillah. “Kinerja Perbankan Syariah Indonesia Ditinjau dari Maqashid Syariah : 
Pendekatan Syariah Maqashid Index (SMI) dan Profitabiliats”. (Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 
2014).,hlm, 40 
41Muslimin Kara, Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah dan Implentasinya Dalam 
Pengembangan Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Islam Vol.2 No.2 Thn 2012. Hlm, 178-179. 
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keturunan dan harta. Untuk memelihara lima pokok inilah 

syariat Islam diturunkan.  

2) Hajiyat 

Kebutuhan hajiyat adalahkebutuhan sekunder, jika tidak 

terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya. Tetapi 

akan mengalami kesulitan.  

3) Tahsiniyat 

Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap.42 

Tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak 

mengancam eksistensi dari salah satu dari lima pokok diatas 

dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini 

berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan 

kepatuhan menurut adat istiadat yang sesuai dengan tuntunan 

moral dan akhlak. Contoh jenis al-maqashid ini adalah 

mencangkup kesopanan dalam bertutur dan bertindak serta 

pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan.  

e. Abu Zahrah 

Tujuan syariah (maqashid syariah) adalah segala sesuatu 

yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan tujuan untuk 

kemaslahatan manusia secara keseluruhan, baik material maupun 

spiritualnya. Selanjutnya Abu Zahra yang membagi maqashid 

                                                            
42Zulianai Farida. N.A. Pengaruh Dimensi Pengembangan Pengetahuan, peningkatan 
Keterampilan Baru, dan Kesadaran Mayarakat terhadap Kinerja Maqashid. (Dosen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang 2014)., hlm,  



29 
 

 
 

syariah menjadi tiga bagian, yaitu penyucian jiwa atau pendidikan, 

keadilan dan kemaslahatan. 

1) Penyucian Jiwa. 

Maqashid pada tujuan ini dimaksudkan bagi setiap 

muslimuntuk menjadi sumber kebaikan. Dan hal ini bisa 

ditempuh dengan melaksanakan berbagai macam ibadah yang 

disyariatkan.Karena hal ini dimaksudkan sebagai penyucian 

jiwa. 

2) Keadilan,  

Keadilan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Dalam hal 

ini, Islam memandang bahwa setiap orang mempunyai hak 

yang sama, karena Islam mengacu kepada keadilan sosial. 

Dalam usaha mewujudkan keadilan sosial. Islam sangat 

menjunjung tinggi hak-hak manusia. 

3) Kemaslahatan 

Tujuan pada kemaslahatan ini menyangkut kepentingan umum 

bukan kepentingan terntentu. 

Dari perkembangan teori beberapa ilmuan muslim tentang 

maqashid syariah diatas menjelaskan bahwa Maqashid terbagai menjadi 

dua yaitu pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuata 

syari’ah dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf. Dari pengertian 

diatas, dapat disimpulkan bahwa maqashid al-syariah merupakan tujuan 

dibalik ditetapkannya hukum atau aturan dalam agama Islam. Shari’ah 
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suatu sistem etika dan nilai-nilai moral yang melingkupi semua aspek 

kehidupan (seperti sosial, politik, dan ekonomi. Karena syariah 

ditunjukkan untuk seluruh umat, maka dasar maqashid syariah adalah 

untuk mencapai kemaslahatan (maslahah) dan menghindari kerusakan 

(mafsadah).43 

Adapun teori yang dikemukan oleh Abu Zahrah mengenai 

maqashid syariah dikembangkan lagi oleh peneliti yaitu Mohammed dkk 

menjadi maqashid syariah index yang dijadikan sebagai alat ukur kinerja 

pada perbankan syariah. 

5. Maqashid Syariah Index 

Maqashid syariah Index (MSI) adalah metode pengukuran suatu 

kinerja pada banksyariah yang sebelumnya dikembangkan oleh Mustafa 

Omar Mohammed dkk pada teorinya Abu Zahrah. Adapaun 

pengembangan Penelitian tersebut berjudul “ The Performance 

Measuresof Islamic Banking Based on the Maqashid Framework” 

perumusan tentang penilaian diatas berupa evaluasi kinerja perbankan 

syariah yang mengacu pada maqashid syariah. Perbedaan pengukuran 

kinerja antara perbankan konvensional dan perbankan syariah dilihat dari 

indikator kinerja konvensional yang menitikbertakan hanya pada 

                                                            
43Agustianto Minka, Maqashid al-shariah Dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah. 
Jakarta:Iqstishad Publishing, 2013, hlm,40. 
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pengukuran keuangan saja, sedangkan tujuan perbankan syariah harus 

sesuai dengan syariat atau prinsip syariah.44 

Adapun untuk variabel yang digunakan berupa pada teori 

maqashid syariah Abu Zahrah yang sehingga menjadi rasio yang bisa 

diukur pada maqashid syariah.45Ketiga tujuan maqashid syariah tersebut 

dapat dikembangkan ke dalam sembilan dimensi dan sepuluh elemen. 

Kesepuluhan elemen tersebut dikembangkan ke dalam rasio kinerja.  

Pada tujuan pertama yaitu tahdzib al-fardadalah maqashid yang 

bertujuan untuk pengembangan pengetahuan dan keahlian untuk setiap 

individu.Pada tujuan ini perbankan syariah harus mempunyai program 

yang sesuai dengan rasio kinerja pada maqashid syariah yaitu berupa 

pendidikan, pelatihan, penelitian dan publikasi.Dengan hal ini mereka bisa 

meningkatkan pengetahuan dan keahlian untuk karyawan 

perbankan.Adapaun perbankan juga harus menyediakan informasi kepada 

stakeholder bahwa produk-produk yang ditawarkan teleh sesuai dengan 

prinsip syariah. 

Maqashid syariahtujuan kedua adalahiqamah al ‘adl, perbankan 

syariah dalam menjalankan suatu transaksi harus memastikan kejujuran 

dan keadilan dalam aktivitas bisnisnya. Yang mencangkup produk, harga 

dan ketentuan kontrak.Adapun hal ini harus terbebas dari unsur 

ketidakadilan seperti maysir, gharar, dan riba. Rasio kedua pada tujuan 

                                                            
44Mustafa Omar Muhammed, Dzuljastri Abudl Razak dan Fauziah MD Taib, “The Performance 
Measures of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework” , Paper dipresntasikan pada 
IIUM INTAC IV, 25 juni 2008 di Putrajaya, Malaysia, hlm.5. 
45Ibid., hlm. 4. 
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kedua berupa PER (Profit Equalization Reserve),pembiayaan mudharabah 

dan musyarakah dan rasio pendapatan bebas bunga. 

Maqashid syariah tujuan ketiga adalah jalb al-Maslahah, 

mempunyai tiga rasio kinerja yaitu profit return, personal income transfer 

(Zakat), dan Investasi di sektor rill.46Ketiga tujuan bersifat universal yang 

seharusnya menjadi tujuan operasional perbankan syariah karena telah 

sesuai dengan maqashid syariah yaitu mencapai kemaslahatan dan 

menghindari kemudharatan. 

Maqashid Syariah Index (MSI) yang terdiri dari tiga faktor tersebut 

diturunkan menjadi beberapa indikator pengukuran dengan menggunakan 

metode operasionalisasi Sekaran. Hal ini dilakukan agar ketiga 

tujuansyariah di atas dapat secara operasional diukur dan ditentukan 

nilainya.47 

Maqashid syariah Index (MSI) berdasarkan metode Sekaran 

merupakan karakteristik perilaku yang akan diukur dan diturunkan dalam 

sebuah konsep yang disimbolkan sebagai (C). Konsep tersebut akan 

diturunkan lagi kedalam beberapa dimensi dalam pengukuran yang 

disimbolkan dengan (D). Dan Dimensi tersebut akan diturunkan lagi 

kedalam beberapa unsur yang dalam pengukurannya, yang disimbolkan 

dengan (E).  

 

                                                            
46Safii Antoni, Sanrego dan Taufiq, “An Analyziz of Islamic Banking Performance: Maqashid ndex 
Implentation in Indonesia and Jordania”, dalam Journal Of Islaic Finance Vol. 1, 2012, hlm. 15. 
47Diyah Annisa Imansari. “ Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Berdasarkan 
Konsep Maqashid Syariah di Indonesia dan Malaysia. (Skripsi Universitas Diponogoro, 
2015).,hlm :25. 
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Gambar 2 1Konsep Metode Sekaran Maqashid Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Siti Maesyaroh 2015.48 

Gambar diatas merupakan bentuk penerjemahan pengukuran 

dengan menggunakan konsep Sekaran. Adapun konsep sekaran pada 

penilaian kinerja perbankan syariah berdasarkan maqashid syariah maka 

dirumuskan sebagai berikut:  

 

Tabel 2 2Model Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah yang Dirumuskan 
Mustafa Omar Muhammed 

 

Tujuan Syariah 

 

Dimensi (D) 

 

Elemen (E) 

 

Rasio Kinerja (R) 

Sources 

of Data 

 

 

1. Tahdzib Al-

D1. 

Advancement of 

Knowledge 

E1. 

Education 

Grant 

R1. Education 

Grant/Total Expense 

Annual 

Report 

                                                            
48Siti Maesyaroh. Kinerja Bank Syariah Mandiri (BSM) menggunakan pendekatan maqashid 
shariah index. Skripsi UNY. 2015. 

Konsep 

D 

D
D 

D 

D

E 

E E  E 
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Fard (Education 

Individual) 

E2. 

Research 

R2. Research 

Expense/Total Expense 

Annual 

Report 

D2. Instilling 

New Skill and 

Improvment 

E3. 

Training 

R3. Training 

Expense/Total Expense 

Annual 

Report 

D3. Fair Returns E4. 

Oublicity 

R4. Publicity 

Expense/Total Expense 

Annual 

Report 

 

2. Iqamah Al- 

‘Adl 

(Establishing 

Justice) 

D4. Fair Returns E5. 

Fair returns

R5. Profit Equalization 

Reseves (PER)/Net or  

Investment Income 

Annual 

Report 

D5. 

Cheap Product 

and Services 

E6. 

Functional 

Dsitribution

R6. Mudharabah an 

Musyarakah Modes/ 

Total Investment Mode 

Annual 

Report 

D6. Elimination 

of Injustices 

E7. Interest 

Free 

Product 

R7. Interest Free 

Income/Total income 

Annual 

Report 

3. Jalb al-

Maslahah 

(Public Interest) 

D7. Profitability 

of Bank 

E8. Profit 

Ratios 

R8. Net Income/Total 

Asset 

Annual 

Report 

D8. 

Redistribution of 

Income & Wealth 

E9. 

Personal 

Income 

R9. Zakah paid/Net 

Income 

Annual 

Report 

D9. Investment in 

Real Sector 

E10. 

Investment 

R10. Investment in Real 

Economic Sector/Total 

Annual 

Report 
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in real 

sector 

Investment  

Sumber: Omar Muhammad & Taib (2015).49 

 

 

 

 

 

                                                            
49Mustafa Omar Mohammed Fauziah Md Taib.Developing Islamic Banking Performance 
Measures Based on Maqashid al-shariah Framework: Cases of 24 Selected Banks.Jurnal of 
Islamic Monetary Economic and Finance, Vol 1, No 1.2015. 


